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BUPATI SIMALUNGUN

PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA Kode Pos 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR (2  TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

Menimbang

Mengingat

I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

w

BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat
(1), Pasal 28 ayat, Pasal 32 ayat (3), Pasal 99 ayat
(3), Pasal 100 ayat (7), Pasal 102 ayat (3), Pasal 104
ayat (2) dan Pasal 105 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daecrah
Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati Simalungun tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Hiburan.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang
Pemerintahan  Daerah  Berhak  Menetapkan
Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan Lain
Untuk Meclaksanakan Otonomi dan Tugas
Pembantuan;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan
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10.

11.

o 19 Tahun 2000 (Lembaran
Nesia Tahun 2000 Nomor 129,
tgara Republik Indonesia

© 11 Tahun 2002 tentang
a »
Indoncsia T Jak (Lembaran Negara Republik

at
Lembara, Ncgz::l:R 2002. Nomor 40, Tambahan
¢publik Indonesia Nomor 3684);
Undang-ynq

Keuvangay, Negara, 17 Tahun 2003 tentang

Indonesia (Lembaran Negara Republik
Lembaran N’[;“,l'“m 2003 Nomor 47, Tambahan
gara Republik Indonesia Nomor 4286);

ang Nomor

Undang-y
Pcrimbi N Illdan’g Nomor 33 Tahun 2004 tentang
gan l\cuangan Antara Pemerintah Pusat

dan  Pemery
Republik nntahan  Dacrah (Lembaran Negara

Indonesia  Tahun 2004 Nom 126

lFambahan Lembar . \ omor !
aran N

Nomor 4 438); cgara Republik Indonesia

Undan.g-Undzmg Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Llptas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik  IndonesiaTahun 2009 Nomor 96,

Tembahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang I?emermtaha.n

ah (Lembaran Negara Republik Indonesia
D:ﬁr 7015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Ecg':rr; Republik Indonesia Nomor 5679);

intah Nomor 27 Tahun 1983
Peratu?er P]:far?c?;rrl]aan Kitab Undang-Undang

tentang Pidana (Lembaran Negara Republik

Hukum Acara
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

lnd')nesia
Mbaran 'I;ahun 1983  Nomor 36, Tambahan
gara Republik Indonesia Nomor 3258),
clah  diubah dengan  Peraturan
Pembahan tOmor S8 Tahun 2010 tentang
Tahun 108 {a S Peraturan Pemerintah Nomor 27
Undang Hukuemsmg Pcls.xkszmaan Kitab Undang-
Republik Ind(r)n Acara Pidana (Lembaran Negaia
Tambahag | ncS8  Tahun 2010 Nomor 90,

Nomor 5145;embaran Negara Republik Indonesia

P .

t:;?;?l;an Tpemermtah Nomor 135 Tahun 2000

Penagihan gt§Cara Penyitaan dalam rangka

Negara R ajak dengan Surat Paksa (Lembaran
gara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

1135» Tambahan  Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 4049);

fel‘aturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
l\?ntang Pengel'olaan Keuangan Daerah (Lembaran
e€gara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Ncmor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut
berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
dibavar Sendiri oleh Wajib Pajak ditetapkan dalam
Peraturan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
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19, pe
¥, ‘ratur . ) X
ahun mr; Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4
Dacral 2016 tentang  Pembentukan  Perangkat
ah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun

Tal .
t lllln .201(’ Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana
clah dinba), de

Simalung ngan Pc:'mnmn Daerah ’!\'uhuput(tn'
Pt‘mbthi N Nomor 7 Tahun Q(Hr. lcn\m}',
Simul;ln ‘n atas - Peraturan  Dacerah  Kabupaten
Pen Bun - Nomor 4  Tahun 2016 tentang

Wentukan Perang
abupaten Sim
D Nomor 7);

kat Daerah (Lembaran D:lt?l‘nh
alungun Tahun 2017 Nomor 7 Serl

-P\(‘l‘:‘lumn Dacrah Kabupaten Simalungun Nomor 3
Tahun 2018 tentang  Perubahan  Kedua atas
Peraturan Daeral Kabupaten Simalungun Nomor 7
Tahun 2011 Tentang Pajak Dacrah (Lembaran

%ﬂcmh Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
20006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah

u

Kabupaten adalah Kabupaten Simalungun; _
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simalungun;
Bupati adalah Bupati Simalungun;

bupaten Simalungun;
E:p;};a;zr:dan adalgll Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Simalungun;

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

4
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firma, kongsi, k .
yayasan, ogganis(;z(iarf: > dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan{
lainnya, lembaga dar;:I S84, organisasi sosial politik, atau organisasi
investasi kolektif dan bentlfl?ﬂlsth:id?n lainnya termasuk kontrak
Instansi Pemu etap;

& o ongut adal Instansi yang oleh peraturan perundang-
undangan diberi kewenan 7ans P

8. Pajak Daerah adalah kg o ntuk memungut pajak daerah;

oleh crang pribadi atay b
d

undandg-undang, dengan tﬁ

dan digunak

o gjan r‘;ﬁy altl;ntuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar

pajak,kpeH{Qtong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndqng-undmgm perpajakan daerah;

10. P:?Jak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;

11.Hiburan adalah _semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;

12. Hiburan tetgp adalah hiburan yang diselenggarakan secara terus —
menerus setiap hari;

13. Hiburan insidentil adalah hiburan yang dilaksanakan pada waktu-
waktu tertentu;

14..Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi perhitungan
besarnya jumlah penerimaan penyelenggaraan hiburan;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terhutang;

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran
atau penyetuyran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat
lain yang ditetapkan oleh Bupati;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah yang masih harus dibayar;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada
pajak yang terutang atau tidak scharusnya terutang;

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi

berupa bunga atau denda.

BAB II
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2
(1) Pemungutan pajak hiburan menggunakan sistem pajak dibayar
sendiri oleh wajib pajak (self assgssment). -
(2) Berdasarkan sistem pajak dibayar sendiri ole}} wajib pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib pajak menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang.
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BAB 111
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 3

(1) Objck pajak hiburan adalan jasa penyelenggaraan hiburan dengan

dipungut bayaran.
(2) Termasuk dalam obyeck Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. tontonan film;

b. pagelaran kesc.:nian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya

d. pameran

€. dlskoqk, kargoke, klab malam, dan sejenisnya

f. permainan bilyar, dan bowling

g- pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan

h. panti fijat, refleksi, mandi vwap/spa, dan pusat kebugaran (fitness
center

i. sirkus, akrobat, dan sulap
j. pertandingan olahraga

Bagian Kedua
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 4
(1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton
dan/atau menikmati hiburan.
(2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan hiburan.

BAB IV
’ DASAR PENGENAAN DAN TARIF

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5
(1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima
atau yang seharusnya diterima oleh penyelengga_ra hiburan;
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebaggimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk potongan h_arga dan tiket cuma-cuma yang
diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Bagian Kedua
Tarif

Pasal 6

Tarif pajak hiburan sebagai berikut:
a. tontonan film ditetapkan sebesar 1‘0% {(sepuluh persen);
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan

sebesar 10% (sepuluh persen);
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c. kontes kecantikan bi
10% (sepuluh persén)‘lnaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar

d. pameran ditetapkg )

e. diskotik, k{lraokc, rlldsa?iia‘i 10%
25% (dua puluh lima Persei;i'm’

f. permainan bilyay ¢ :
pefsen): » dan bowling ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

g. pacuan kuda’ ken

(sepuluh persen);
dan sejenisnya ditetapkan sebesar

X dar .
ditetapkan sebesar 10(,/3an bermotor dan permainan ketangkasan

o (sepuluh .
h. panti pijat, : . persen);

IcJerlter)pcjlitetrleil;ﬂ{sx' mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness
i. sirkus, akriga?n !:iebc:sar 25% (dua puluh lima persen);

persen)s » dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

] tanding: .
). pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);.

BABV
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

Pasal 7

(1) g;tll‘g% 'pelaksanaan hiburan wajib mendaftar dan mengisi formulir

(2) SPTPD_harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda
tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa;

(3) Apabila terj_adi perubahan data hasil penerimaan dari penjualan tiket
masuk, wajib pajak harus melaporkan kepada Badan Pendapatan
Kabupaten Simalungun dengan mengisi SPTPD;

Pasal 8
(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disampaikan
kepada Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dan
untuk hiburan yang sifatnya insidentil selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari setelah pelaksanaan hiburan selesai;
(2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu
yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, dan untuk hiburan insidentil
adalah lamanya pelaksanaan hiburan.

BAB VI
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 9
(1) Pendataar: objek pajak hiburan dilakukan dengan memberikan
formulicr  pendataan kepada pemilik/ pengelola/ penanggungjawab

1 iburan.

(2) l;(s)?r}rll?zlli]r pendataan sebagaimana dimaksud pada ay'at (1) diterimg dan
harus diisi dengan jelas, benar ('ian lengkap serta ditandatangani oleh
pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha h%pl’xran atau }cuasanya.

(3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah d;m dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/
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ngelola .
peng /penan giawab

pengelola/ penanggungjaWab 3};2& hiburan atau kuasanya, pemilik/

harus melaksanakan a hiburan selaku subjek pajak

o onaKan pep
untuk menjadi wajit, Pajak(ciizferaan Usazhanya kepada kepala badan

(4) Bentuk dan format isi
. an
dalam Lampiran | day merflormul
peraturan bupati in;. Pak

ir Pendataan scbagaimana tersebut
an bagian yang tidak terpisahkan dari

Bagian Kedua

Pendaftaran
. - Pasal 10
(1) Setiap pemilik/pen .
mendaftarkan ép gelma/penanggung]awab usaha hiburan harus

sahan 8 .
kepada kepala badan rﬁael;mgan menggunakan formulir pendaftaran

pendapatan daerah. ui bidang pendataan dan penetapan badan

(2) Formulir pcn’daftaran se
dengan benar, jelas,
pengelola/ penanggungj
melampirkan:

a. fotokopi identitas diri;

b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan

c.surat kuasa bermaterai cukup apabila pemilik/ pengelola/
penanggungjawab usaha perhotelan melakukan pendaftaran
d1kuz_15akan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

(3) F'ormuhr. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan ke bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan
daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan
memperoleh formulir pendaftaran.

(4) Pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha perhotelan yang telah
mendaftarkan usahanya, maka kepala badan menyatakan yang
bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:

a. kartu NPWPD; dan
b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.

(5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) kepala badan menerbitkan NPWPD dan surat
pengukuhan wajib pajak dacrah secara jabatan. _

(6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) huruf b, wajib dipasang olt.eh wajib paJE}k pada
tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung atau ditempat
pembayaran. ) )

(7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut
dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan bupati ini.

bagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi
lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/
awab usaha hiburan atau kuasanya dengan

BAB VI
NERBITAN SPTPD
SI. TATA CARA PENGISIAN DAN PE ’
SENEOR, 55 SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 11
arus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap

(1) Setiap wajib pajak, b oleh wajib pajak atau kuasanya serta

dan ditandatangani
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(3) SPTPD memuat pelaporan i

menyampaikan  kepadg bid
endapatan dacrah,
2) Formulir SPTPD schagaimang dimaksud pada ayat (1), dapal diambil

sendiri olch wajib Pajak di bid; anan badan
pendapatan daerah, iidang pendataan dan penctapan

ang  pendataan dan penetapan badan

dibayar. imlah pembayaran atau yang scharusnya

(4) Penyampaian SP.TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilukukan
paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(5) Apabila batas waktu penyampaian spTpD jatuh pada hari libur, maka
batas. waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(6) Apabila batas waktu pPenyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud
P?da ayat (4) terlampaui, maka SKPD ditetapkan secara jabatan dan
dikenakan sanksi administras; berupa denda sebesar 2% dengan
menggunakan_ data masa pajak sebelumnya,

(7) SPTPD yang tidak diisi dengan lengkap dan tidak ditandatangani oleh
wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan ke wajib pajak untuk dilengkapi.

(8) Bcntuk_, format isian formulir dan tata cara pengisian  SPTPD
scbagaimana terscbut dalam Lampiran 11l dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT
Pasal 12
(1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 masih dapat diterbitkan :
a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain
ternyatayjumlah pajak hotel kurang dibayar; atau
b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
(2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam
Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan bupati ini.

BAB VII
MASA PAJAK

Pasal 13
Masa Pajak hotel adalah 1 (satu) bulan kalender

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14
(1) Pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib

pajak (Self Assesment). )
(2) Pembayaran pajak terutang olch wajib pajak atau kuasanya
dilakukan sekaligus dan lunas paling lambat 30 (tiga puluh) hari
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sejak berakhirny
ditetapkan dengg
Dacrah (SSPD),
@) Pajak yang terutang dap
rekening kas dacrah kq
penerima badan pendapatan daerah

4) Apabila pembayarg ‘s X
" bendahara pcnzrimz ﬁbh Wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke

1 x 24 (satu kali dy adan pendapatan dacrah dalam jangka waktu
menyetorkan ke kasadpuluh cmpat) jam bendahara penerima wajib
yang berlaku. acrah sesuai peraturan perundang-undangan

(5) Apabila batas wakty pemb
waktu pembayaran jatuh p

(6) Benluk dan isi SKpp
Lampiran V dan merup
peraturan bupati ini,

a ml‘tsa paj

N menggun ak atau tanggal jatuh tempo yang

akan SKPD atau Surat Sctoran Pajak

l?t dibayal? melalui Bank untuk disetorkan ke
uPaten simalungun atau melalui bendahara

ayaran jatuh pada hari libur, maka batas
ada satu hari kerja berikutnya.

dan SSPD schagaimana tersebul dalam
akan bagian yang tidak terpisahkan dari

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak

terutang dilakukan sebagai berikut ;

a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran
maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada kepala badan dengan disertai
alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan
rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai
dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama
sebelum jatuh tempo yang tertera pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD yang diajukan permohonannya;

c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan

pembayaran yang disetujui kepala badan dituangkan dalam

Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat

telaahan dari kepala bidang pendataan dan penetapan badan

pendapatan daerah;

d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak
berjalan; ) )

e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan,
terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh kepala
badan; .

f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen); S

g  perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai perlkut b
1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa

angsuran, )

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaxw}ya
sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak
angsuran; . . .

3. pokok pajak angsuran adglah hasil pempaglan antara jumlah
pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
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4 buns adalah hi\\\:xl Prerkualian antara jumlak < o o
lslﬂ\&:u S(\l\(‘&\t‘ < 0 l\i\l‘l L\’W(‘n) Jumian s1sa :x:‘:_:S ITEN QTlin=s
nq‘hiﬂ“\\‘n“ untuk bnundaan Lembavarm

e e vu N by e SR

1. perhitungan bll{\\\l dikenakan terhadap seluruh i

rerutang yang ditunda, wltu hasil ml:;fgi\: S
A e . N SRR OATIRAhan antars
(dua petse N dengan mlah  pajak  terutane ) vang ditunda.
dikalikan }icngnn selurtth jumlah utang pajak \.;.L.lr-; disunda:
> besarnya jumlah yang harus dibavar ti d\ﬁ:\“ seha ‘zk‘“?“‘,‘j‘;‘jﬁ-,.,
N T ‘ N Ml aQdo STUUMUN JUDLAED Le=es
pajak yang ditunda, ditambah dengan jumiah bunga 2 % (duz
persen) perbulan: dan T -

. penundaan pembayaran harus dilun
pada saat jatuh tempo penund
tidak dapat diangsur,

i techadap wallb  pajak Yang telah mengajukan permohonan

pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan

i permohonan pembayaran untuk surat ketetapan vang sama.

n adalah sebagat benikut:
1

[}
£~
WoE
g
»
1t

(%)

ast sekaligus paling lambat
dan yang telah ditentukan cano

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 16

(1) Repala badan atau pejabat yang dihunjuk dapat menerbitkan

jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung: dan

¢. wajib pajak dikenakan sanksi administratf berupa bunga dan'atau
denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 2°: (dua persen)|
setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empatl
bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 2+ (dua
puluh empat) bulan dan ditagih melalui STPD. . N

(4) Kepala Badan atau Pejabat yang dihunjuk dapat menerbitkan STPD
jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. ga‘li hasil penelitian!:l SPTPD terdapat k;kumngan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan .

C. wajib pajak dikenakan sanksi administratf berupa bunga dan/atau
denda. .

S) Jumlah ajak yang terutang dala_xm STPD sebagaimana
dimaksugeﬁgﬂiﬁ (F;,)Jhuruf a dan huruf b dltambahoc,ierégan sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda sezesar 2% (dua persen)
Setiap bulan untuk jangka “akta‘i{ paling lama 24 (dua puluh empat)
bul i ra pajak.

(6) S!\'}::];r)1 :?:g tsi:::( t:gltlal?ug?;ngpdijbayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar
2% (dua persen) sebulan unt;l-lk jlz:llgkgT‘;gktu paling lama 24 (dua

ul itagih melalul . )

) ot mE 8 S e 1
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupad ini.

Zj
-

b
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BAB IX
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 17
(1) Kepala badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat
memberikan pengurangan pajak.
(2) E;Si;nya pemberian  pengurangan pajak ditetapkan olch kepala
(3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25%
*(dua puluh lima persen) dari nilai pajak terutang.
(4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur scbagai berikut : '

a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia kepada kepala badan disertai dengan
alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan
melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD (apabila dikuasakan
wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP
penerima kuasa);

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
kepala badan melakukan analisa kelayakan permohonan
pengurangan pajak;

c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka
kepala badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;

d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, kepala badan
harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan
penolakannya; dan

e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan
kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
permohonan diterima.

(5) Bentuk dan isi keputusan kepala badan tentang pemberian
pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB X
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 18

(1) Kepala badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau
bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD,
SKPDKB atau SKPDKBT.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada kepala badan dengan alasan yang jelas dengan
melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau
SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) sejak diterbitkan STPD, SKPDKRB
atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa
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bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dirr’mksud pada hurufl a,
chal.a. badan membentuk Tim untuk melakukan pengkajian dan
penelitian;

c. hasil p_cngkajian dan penclitian disampaikan kepada kepala badan
sebagai dasar untuk memberi keputusan; .

d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanks!
adn"xmlstratxf, ditetapkan oleh kepala badan;

e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan harus
memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.

f. apabila sctelah lewat waktu 1 (satu) bulan scbagaimana dimaksud
pada huruf d, kepala badan belum memberikan keputusan, maka

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap
dikabulkan; dan

g. Kepala badan menyampaikan laporan kepada bupati terhadap

kepu.t\_.\san pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif.

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, kepala badan :

a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya,
atau;

%, menulis catatan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan
bahwa '‘pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi
tanda tangan dan nama jelas kepala badan dan selanjutnya
menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.

(5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan
berdasarkan alasan yang dapat diterima, kepala badan mengurangkan
atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara
menuliskan catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi
tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan
dan nama jelas kepala badan.

(6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari
sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 19
(1) Kepala badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak
dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
benar, apabila :

a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan
untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas
waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD
atau pengajuan pengurangan dan penghapusan  sanksi
administratif telah terlampaui; dan

b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak
dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan
SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi
administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni

pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah
ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah
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kok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda

dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

gurangan atau b sasal 20
1) Pensg oo Pembatalan ket jak atas ~dasar
( permohonan wai]lnb pajak diatur sebagai b?ﬁitalrtl' pajsk
rat permohonan waij 3 : ) £
a. ;‘; ]_p kan: dan Wa)ib pajak didukung oleh fakta baru yang
b. dalam surat permohonan waiih ot : ' men
berupa fotokopi : ajib pajak harus dilampirkan doku
1. SKPD yang diajukan permohonannya;
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
3. geﬁ{t?s Pern;0£onan berikut bukti penolakan keberatan atau
u penolakan  penguranga sanksi
administrati. gurangan dan penghapusan
() Pengajuan  permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan
dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan
dilakukan sesuai permintaan kepala badan atau atas usul tm
berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 21

(1) Atas dasar permohoran wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, kepala badan meminta
kepada tim yang dibentuk untuk membahas pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
dengan melampirkan telaah pertimbangan atas
pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

(3) Berdasarkan laporan dan telaahan pertimbangan tim yang dibentuk
atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, kepala badan
memberikan keputusan.

(4) :Kepala badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan proses
penerbitait keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan

atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 22
(1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak, kepala badan atau pejabat yang ditunjuk segera :
a. melakukas. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara
menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau

memperbaiki SKPD lama;
b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi

catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama
pcjabat yang bersangkutan; )

¢. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak
paling lama 7 (tujuh) bari setelah diterimanya SKPD baru; dan

d. menyimpan SKPD yang dibatalkan scbagai arsip pada administrasi
perpajakan.

(2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan, pengurangan atau
Pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan

dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau
Pembatalan dimaksud.
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PEMBETULAN, PEMBATA; o, PAB XI
PENGHAPUSAN ATAY poi: PENGURANGAN KETETAPAN DAN

NGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
4

i i Pasal 23

Bupati melalui Ke

2 dalfat menerbiﬂ{&r}ialiuBadan Pendapatan Kabupaten Simalungun
pengurangan kc'tetapan ;at keputusan pembetulan, pembatalant
administrasi atas SKpp S?{n Penghapusan atau pengurangan sanksi
kesalahan tulis, kesg] h pDKB,’ SKPDKBT dan STPD apabila terjadi
penerapan Peratl,lran ea an hitung dan/atau kekeliruan dalam
wajib pajak; Perundang-undangan, berdasarkan permohonan

ohona i .
(2) Pere o Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan

;?;f;;;eg:tsllsislf:r}zafia Bupati melalui Badan Pendapatan Kabupaten
iak tanggal di tal alasannya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
Soja® ATees Clterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

(3) Bupa lb.$e alul Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun
menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima;

@) Apablla BUPE.ltl melalui _Kepala Badan Pendapatan Kabupaten
Simalungun tidak menerbitkan surat keputusan hingga melampaui

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan
dianggap disetujui.

BAB XII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 24

(1) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun
dapat menerbitkan surat keputusan keringanan, pengurangan, dan
pembebasan pajak hiburan berdasarkan permohonan yang diajukan
wajib pajak;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan
secara tertulis kepada bupati melalui Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Simalungun disertai alasannya, paling lambat 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterimanya SKPD;

(3) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun
menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima;

(4) Apabila Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupateq
Simalungun tidak menerbitkan surat keputusan hingga melampaui
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan

dianggap disetujui.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
l Pasal 25 .
(1) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun
dapat menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak berdasarkan permohonan yang diajukan wajib
pajak;
(2) Bupati melalui Kepala B
menerbitkan, surat keputu

adan Pendapatan Kabupaten Simalungun
san sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dalam jangka wakty .

peng%hongn; Paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak
3) Apabla upati melaly;
& Simalungun tidak men;:bitk Badan Pendapatan Kabupaten

jangka waktu Sebagaiman an Surat keputusan hingga melampaui

dianggap disetujui dan SKP%L%lmaksud pada ayat (2), permohonan

lama 1 (satu) bulan; harus diterbitkan dalam waktu paling

Kepala

4) Apabila wajib paj . )

kSIebihan pemiaf;frai“'mQUnyal utang pajak lainnya, pengembalian
langsung diperhity Pejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudj; melunasi terlebih dahulu utang pajak

(5) Pengembalian kelebihap pemb j i i
b . . . ayaran pajak dilakukan paling lama 2
(dua) bulan sejak dlterbltkannya SKPDLB. .

(6) Apabila pengembalian kelebihan

t wak i
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, bupati

memberikan imbalan b
keterlambatan pembaya?:r%? sebesar 2% (dua persen) per bulan atas

4

ngkan untyk

BAB X1V
TATA CARA PEN GHAPUSAN PIUTANG PAJAK

; _ Pasal 26

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapus;

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaks ud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 27
Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan

pembukuan atau pencatatan.
Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 28
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dalam rangka meclaksanakan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah,; " "
ji j iperiksa wajib:
? Z?ri:rg;ﬁ}l;g:tnkiglpgan/ atauJ meminjamkan buku atau _catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
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b. memberikan kcscmpatan

yang dianggap . " "Mk memasuki tempat atau ruangan
pcmerlk_saan; dan  memberi bantuan kelancaran
G meimbeeiian keterangan yang diperlukan

) ) Pasal 29

ra teknis o
Seca . o, PCrasiona) Pclaksanaan : i hiburan
dilakukan oleh Badan Pcndap Deaongutan pajak - hibur

alan Kabupaten Simalungun.
BAB X111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30 ¢

/\.gal’t SetlaPB orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ’Upati  iIni  dengan pénempatanya dalam Berita Daerah
Kabupaten Simalungun.

i

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2G MapeT 2019

BUPATI SIMALUNGUN,
dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 26 AMnreeT 2019

SEKRETARJS DA RAH KABUPATEN SIMALUNGUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 328 TAHUN 2019
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LAMPIRAN | ‘
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR v TAHUN 2019

TANGGAL & vvvrvesrisiiriinisrns 2019

TU
BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN

MER KAUPATEN § ,
PEMERINTAII ATEN SIMALUNGUN FORMULIR PENDATAAN Tanggal Pendataan
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN PAJAK DALIAN | e
KEUANGAN DAN ASET DAERAI PAIAK HIBURAN

—
A NPWPD

(LTI TTTTTTTITIT1]

e
B. NAMA WAJIB PAJAK

I
C. ALAMAT WAJID PAJAK

D. NAMA USAHA

E ALAMAT TEMPAT
USAHA

F. DESA / KECAMATAN

G. TELEPHONE

Simalungun,

Petugas Pendata

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :

Diistkan sesuat dengan data yang ada dalam NPWPD

Kolom A )
(apabila sudah ada)
Kolom B, C, D, E, dan F + Diusikan sesuan dengan yang tercantum dalam Surat lan

Usaha yang berlaku (apabala sudah ada) atau dos sesum

keadaan/lokast usaha

BUPATI SIMALUNGUN,
dto

J. R. SARAGIH
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|
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUII:
1 NOMOR @ ocovverernns TAHUN 2(0)19
TANGGAL  © vvvvreeerereenesnesss 2

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN

r" PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

BADAN PENDAPATAN DAFRAH

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK —
i
Kepada Yth
mo{ FOtM T R LA L L L LA A
di
b PERHATIAN :
1. Herap diisi delam rangkap dua (2) ditulis dengan aurus CETAK

Beri tanda V padaketak rang tersedia untuk jawaban vang diberikan

o

Setelah formulir Pendaftaran i dxisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembaki kcpafia
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simahngun langsung atau dikirim melalui Pos paling
lambat tanggal.............

DIISI OLEH WAJIB PAJAK
Nama Wajik Pajak
Nama Badan ;/ Merk Usaha
Alamat (foto copr Surat Keterangan Domisil dilampirkan
- Dusun/Jalan/RT
- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten
- Nemor telepon
- KodePos

o N »a

Surat izia vang dimiliki (fotocopy Surat lzn harep dilampirkan |

- Suratizin C.anggum NOucivesrerossarreramsoecorassnrisanns Tgl ..............................
_ Suratizia NOrerrs e sessmnsce s TEL weuvenerermersesssessssenens

Kenaraoricatas

. Suratizia NOueeeeenssriemmssrrmmenenssivesmssans TEL i
3
19
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Bidang Usaha (harap qjjs; se
- Hotel

- Restoran

- Hiburan

Reklame
- Penerangan Jalan

Pengambilan minerg bukan 1o
am

- Lainnya

* disilang

e

7. Jabatan

8. Alamat Tempat Tingg
= Dusun/Jalan

} RT / RW / RK

B, Desa/Kelurahan
- Kecamatan

- Kabupaten /Kota
. Nomor telepon

i Kode Pos

9 Kewajiban Pajak

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan
Logam dan Batuan

Pzjak Parkir

Pajak Air tanah

Pajak Sarang Burung Walet

* disilang

Suaj (e, i
dengan bidang Usahanya)*

.......
teae
................
.....
......
.......

........
........................................

al ( Me'lampirkan Identitas yang dilaporkan )

..........................................................
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LAMPIRAN I11

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : ........TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

Srsecsasemrenssrrnasain

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD)

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK HIBURAN

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDAPATAN Pmsslomﬁl:’(’?&ﬁé AN No. SPTPD
DAN ASET KABUPATEN SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA M358 PAJAK i e e
MATERA UTARA Tahun Pajak_:
SPTPD Neweo., [ T"T T T T T T 1T 1T [T

Kepada Yth. ;

LR T TP P T PPSDP

PERHATIAN:

1. Harap diisi dengan tulisan huruf CCTAK.

2 Beriangka pada kotak (] yangtersedi

]

Kabupaten Simalungun palinglambat ta

4. Keterlambatan penyerahan dari tangg:
2% dsripajakterutan,

1 ) o untuk jawabanyang diberikan.
3. Setekah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kemball kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
NerallSsetiap bulannya.

al tersebut diatas, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif sebesar

.
3 A. DIIS| OLEH WAJIB RETRIBUSI
1. Hiburanyang diselenggarakan :
01. Pertunjukan Fitm 0S. Karaoke 0s. Pantl Pijat/Mandi Uap
CZ. Perunjukan kesenlan 2an sejenicnya D6, ¥iah Malam 10 Pertandinean Olah Raga
03. vPagelaran Musik dan Tani Q7. Permainan Bllyard 11 Hiburan lainnya, yaitu ©
04. Diskotik O8. Permainan Ketangkasan
2. HargaTanda Masuk yang berlaku :
= Kelas ...
- Kelas
- Kelas ... o
3. Jumlah Pertunjukan rata-rata pada hari biasa kali
Jumiah Fertunjulsn rata-rata pada harl Hsur/minggu (Mhusus untuk Portunjukan Bilm, ¥ozanian - vali
dan sejenisnya, Pagelaran Musik dan Tan)
4. Jumlah Meja/Mesin (Khusus untuk 8illyard dan Permainan Ketangkasan) : unit
S.  Jumiah Kamar/Ruangan (Khusus untuk Panti Pijat, Mandi Uap dan Karaoke) Buah
€. Apakah usaha anda menyediakan karcis bebas (free) kepada orang-orang tertentu :
':j 1.Y¥a 2. Tidak jika Ya, berapa jumlah yang beredar: .................. Buah
7. Apakah usaha anda menjual karcis dengan mesin tiket :
1.Ya 2. Tidak
8. Apakah usaha anda melaksanakan Pembukuan/Pencatatan :
1. Ya 2. Tidak
8. DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya ( Akumulasi dan awal Masa Pajak dalam tahun pajak)
a Masa Pajak 1 Tal cenenS/d tRIL i o
b. Dasar Pengenzan Pajak (Jumiah Penerimaan) :
c. Tarif Pajok : e %
d. Pajak Terutang (b x c) ¢ Rp
2.

Jumiah Pembayz ran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang(lampirkan foto copy dokumen)

a Masa Pajak | Tl s/d gl
b.Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Penerimaan) : Rp
C. Tarif Pajak LI
d.Pajak Terutang (bx<) ¢ Rp. »
C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-
sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya
menyatakan bahwa ana yang tetah kami beritahukan tersebut diatas beserta
lampiran-lampiran adalah benar, lengkap danjelasbenar, lengkap dan jelas

Nalib Retribusi

D. DIISI OLEK PETUGAS DPPKA KABUPATEN SIMALUNGUN

Diterima Tangal | .ueccivamesnns cmssarcarssissntminses
NamaPetugas & .eecinn

e AR B

TR TUTIR )
vensrns venrrere

BUPATI SIMALUNGUN,
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LAMPIRAN 1V .
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR HEN v TAHUN 2019
TANGGAL @ .coevviriiennnee 2019
A. Bentuk dan isi Surat Ketetapa
n
(SKPDKB) Pan Pajak Daerah Kurang Bayar
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN 1
BADAN PENDAPATAN DAERAL SURAT KETETAPAN PAJAK NO. SKI'DKR
PAMATANG RAYA DAFR ,
SUMATERA UTARA AERAN l(\sgllll,/:}:(} BAYAR .
Nama Wajib Pajak -
Nama Objeck Pajak v x
Alamat Usaha N
N.O.P.D %
Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda : Pajak Hiburan
No. Kohir -
Masa Pajak s x
I Berdasarkan Perda Kabupaten Simalungun Nomor ........... Tahun ........ tentang Pajak .ouvvvesneee.. telah dilakukan
Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.
1. !

berikut:
1. Dasar Pengenaan Pajak

Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain terscbut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai

2. Pajak yang terutang 1;2
3. Kredit Pajak :

a. Kompensasi kelebihan pembayaran Rp.

b. Setoran yang dilakukan Rp.

c. Lain-lain .
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b+ c) Rp.
4. Jumiah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)

Rp.
S. Sanksi administratif
a. Bunga Rp.
b. Kenaikan Rp.
¢. Jumlah sanksi administratif (a + b) Rp.
A, Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5¢) Rp.
1
Dengan huruf :
PERHATIAN :

1 Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Simalungun dengan mengeunakan Surat Sctoran Pajak Dacrah (SSPD)
2 SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.
3 Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar sctelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB

ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

3 Pamatang Raya, ...................
an. Kepala Badan Pendapatan Dacrah
Kabupaten Simalungun
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

.....................................
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—-;I'_\E RINTAHKABUPATEN SIMAL TN GL

Bentuk dan Isi Surat g
Tambahan (SKPDKBT) Ctetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

SURAT KETETAPAN PAJAK
DAFRAH KURANG BAYAR
TAMBAHAN ‘

BADAN PINDAPATAN DAIRAN N0, SKVDEBI

PAMATANG Rava
SUMATERA UT ARy

s (SKPDKBI) e et
I\ ama Wit P52k N
hoama Ok Paak \
ylamat Usaha N
.\ 0322 N
Tenss 2212k Dazmah DikcenalanDandy Pajak Hiburan
e Kok ¥
MJaa Paak o x
[ Berdasardan Parda Kobupaten Simalungun Nomer Tahun tantang Pyak telah dilak=dan
Pemarikaaan auz Keteranzan Lain as pelaksamaan ke 3jiban Wajib Pajak dan telah ditsskan dana bary aus 42z
vang semela belom wrenrkap
= ?Lﬁ Qaratarm amu damyang semulabalum tenngkap, Panghinngan jumiah vang masth harus dibavar adatah sevaza:
aniut
©  Dasar Pzazenaan Pajak g
2 Fzakyang tarutang iy
3 Kedu Pk
2 Kompsnsas: ksisbthan pembavaran Rg
t aoaanyaary dihalmtne Fg
: Lunlam Eg
¢ Jomlahyangdipatidmintlan(a=b -2 Rr.
4 Jemlzhkskvanran prmbayacan Pekok Pajak (2 - 38) Rg
I 3ania: acmmmmstany
2 Bznr2 Eg
* KNemian Ke
¢ Jomlzhsanlstadnumstmania—b Re
€ Jomldhyanz masthhamss dibayar (4= 35 o

\Devgan tury”

PL

o

RHATIAN:

Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungea
dengan mengrunakan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD)

IXTDEB T finvatlan TUNAT sika tslah diazhlan validas: Kas Registeratan zaptanda anzan Dajabae

Spabila IXEDEB T ini vk anw fuany dibayar satalah lew ar ke galing lama 3C (dza poleh) han 322k IR2DEET
iz Zitatidoan dikzralon sacksi administras? beropa bunra 29 (dva peraan) pac bulan

Famatany Rava . .

2 n Kapala Badan Pencataec g2 Pananges
Kabupaten Simzfungun
Kepalz Bidang Pendztain dan Pamatape=

.-

Nigo.
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : TAHUN 2019

. serasreasnans

A. Surat Ketetapan Pajak Daerap

P

Tas VABEJP

-imee mES =

Pa

SJaTER

R AR

v a=3 Eada=~ ! ila

slarel o
%We T. lie P D

gaT23 Fen,TO7

- =el.2.

{aceencemsmmmnaan

[

]

i
[
I
i
1

1

SerLar
Tenger

Semgan duru? ¢

Sezulur ribu rudiah

FermaTian ¢

1. . Renering

Indenesia [TDu! LaTang Peratang

2. rarap ciseso

racozaser Ii

L. ZpaZilsE SHPD 1o Zinsyaredn z3Talan

(dus pe~sen}

Tagirs~ Pajax Daeran (STPD).

eI.e2

TANGGAL : ..ovoveeverrereennnens 2019
STEN SIMaicvueun | ZLRaT |:':7;:2;';;;;;-;;;;;;-.- |
iva, Darnae P
P e - e s, 1=z |
e soa

& UTaRa | -
TATL= TEneC

e | fama

o Te= . i
@ aemi 3 m3ri setelam waza nate< pemasmir, '

vapg ney
sTERE TEuzs A

IPajak Mivu-an

et eseavtccccastcranccvmemnanasacman

FRT¥TITI”T Poxoe Pajan

isp. '
A3" Sruz3 LZrimizteas: I=e.
Da= Pajar Termus IRz . !

Faz Uran Daeman padupaten S:Hlluﬂgun. S$53dI3e1L PT. Bamk TiegaTa

iasTar.

r<an melalLi Sencani~a Pene~:m3aan, Bank, 3tau PeTuga: UPTD BPD

malungzon.

BTN TESOS JAIN SLEETALIC CenZE o
-

- -
Sari rilai pajac yarg Ceruzang pé~ bHulan C231 SiTersitian Zalaw ZSu-aT

[y e S i
} 2. ouPD £nd !
P M {
' Pamatanz 33,a, !
| S, PERLLS BLDAN SENDAPATLN Do®ios- |
' PLBUBLTEY CTVILLNGLS. t
i FEFALL BEIDANS FINDATALN Da%i PELETATLN |
! 1
| 1
! !
| NI ]
fececensssromaiessansanttsstonnaasaaaneansansarasnnas mmeeemas D T PPN, R
! TANDA TERING PERGIRINEN SKPD, TaNGSal FIRIN \
I -—m——————- - e I H

)

e
SPURD NP ARD
SLANLT PR

Telz> rerne-iva

: surse yatetase~ FE2S. TezTah (SHFD), No.¥otIT o

Surat retelagan , Jari Petug2s Pergirir, |
Pamatanagp Rava, |
reTugas Peargi-im, vang =enerima, |

R L
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| g2DAN PINDAPATAN Daga.,. : e
apteses N (

PRUATANG Rave

AR
: SUNATERS yrang I"ass 5

B
| namy BNEAT U ftery Lyaa, Sreeeell !
| alamaz vsaha

[ he B e B0 D

| Fatat Tonetnran Tamaine,

| NO $O0E & . .
| '
[PEEEEEEET et emmamaalL
B LT | JutLa
i3 id.l.i.00.0 e, - '

tPasak *iburan ,
el Rp, R

Pk Pase

[eomsmsmm e L
|

Sumlak vataesapa-

.. e tiendeaaaaa.
| Tu%mLak Yatesapan Pavae 'Qa-uu‘a’_' L . . e LR T
4
ftresracaeaaa., R I#o. !
R R T T

] fepeiu® rityu rupiak

3 Urum 2 I
47 Daetan vamipiven Simalunzun, 552624011 pU, paen neszea
Jatang Perstargzia - -

atar,
19 FACSE TV TETAALIA

FAEATaANz Y Diasasazan
)

Fant  swa, Pet.exr 25 spn

LiEURITEY rIv

PESLLL BIDANG PENDITLLY DoN PENLE=LDLN

i NIe

TLNDI TEIIUL PENGITNIN fvED,

| haia WB/w® 3

WPLED  NPWAD | '
| diatiaT WP uA :

| Telan menerima ; Surat retetaran Pajas Daerah (SYFDI, Na.ramar ¢ Targgal !
|

furat vetelara” , dari FPetugas Pe-gi-i-,
Ta ete L Ra.e.
nE Tereri-
[ vetupas Fergivain, YANE Tererivy, \
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LAMPIRAN VI

PERA
No]\,[g}gJ RAN BUPATI SIMALUNGUN
R TA 019
TANGGAL . . go 19
— EMERDTAHE {:: nt‘fk Surat Tagihan pg; ¢
= nmx:\'miu.qf\.m-\lnf.\‘cm ajak Daerah
SOATER o N SURATTAGIHAN PAJAK | ¥o.STD
3 RiTTARA DAERAT :
o Wajih P22 . (STPD) 41
:.\"g; Qs Paiak Cx
ez Usat2 s s
[12i5 _TqJL'-cDEfI.h Dilanaiczn Danda P‘jﬂklﬁbmﬂ
oo Rehir ‘x
N 25 : x
=y jzmn MO S x
- ' X
noifad Saak -er'.;(ezrf; . Rp. .
Bxx2aDant2 (O} . ang x... bulan
Fumick Dendc - Ko, <
DenzanBers? © x Rupick
Pachanan:

1. NoRekening Kas Daersh Kabupaten Simalunzun 55464011 PT. Bank Negara In i 1

: omg 4 ag . Negara Indonesi(Tbk) Cabang Pemat tar.

Y Hanzp strtoﬁ:'_m: ;\-g:wm Bendahars Penerima Bank: Atay Petugas UPTD BDP bixgh)l Sima_ln-v_m:lm S

3 Apa.bﬂa.SYP-D ini Tidak Dibayarkan Maka Wajib Pajak Akan Kembali Dikenakan Denda Ssbesar 2°;(Dua Persen) Dari
Nilai Pajak Yang Terutang untuk bulan berikutnya dan maksimat dikenakan 24(dua puluh empatibulan.

PAMATANG RAY A e o 2018

KPPALA BADAN PINDAPATAN DAYRAN
KASTPATIN SIMALUNGUN.

NIP o e

TANDA TEENLA BENGIRIMAN STED

Nz wamR T rax |

XOFD T seiea e b e se <a A% A@ 7w twose bLosiseigs s ne . e ose o v e ve e o
ALAMAT WATIB PATAK N
NCAICE STPD . PR . e
TANGGAT TEEDMA : PAMATANG RAYVA
-ANG MENERDNMA,
FETUGAS FENGIRIM TANG MENERNMA

L ......... ) IR
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LAMPIRAN vy

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
vrvverer...,JAHUN 2019

NOMOR .
TANGGAL -

P
—_— e — HodePos 21707
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENDAP
KABUPATEN smx,umv?m PAEAR

TENTANG
PE!
MBERIAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN YANG TERUTANG

Kepala Badan
\enimbang : a.  Bahwa berdasarkan hasi .
Pajak  Hiburan Nnr::,l{..?f?f?fsmn sweﬂmﬂnmims PencoloHinn. PROiRRER:
terdapat / tidak terdapat®] cabee mroen 2EAl e

A t ) :
. }Jul,u“m yang 'crutnng;pa ) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Pajak
' ,:e:,::apt;f;:a}: ::;'l: P":(i'“bﬂlnguﬂ sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
- san Kepala Badan Pend
. |, Sairn S Kl Sain e i b e
Mengingat : 1 lF;cm‘luran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
aerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Seri A Nomor 8 Tahun 2010);
2. Peraturan Bupati §

Pajak Hibura imalungun Nomor .........coveeeenes tentang Tata Cara Pengelolaan
n;
Memperhatikan Surat permohonan pengurangan Pajak Hiburan atas nama ....................oooceeees Tanggal
- yang diterima lengkap oleh Badan pada tanggal
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU Mengabulkan / Menolak®) permohonan pengurangan Pajak Hiburan yang terutang kepada
wajib pajak 1
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Nama Usaha
Alamat Usaha
Besarnya Pengurangan
KEDUA Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
Pajak Hiburan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Hiburan yang lerutang : RPusssesersnssscnsssssssssernsassasnsansees
Besarnya Pengurangan (....% X RP. cienenisnnnncs ) IR ;- o
Jumlah Pajak Hiburan yang scharusnya dibayar \ - ST
KETIGA : s(eputusanKepala Badan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di :  Simalungun
Pada tanggal - S
Kepala BPD,
(cennesnnnannnsennnene )
P, cinsnisisnasimisstonentons
) Coret yang tidak perlu
L.
BUPATI SIMALUNGUN,
dto
J. R. SARAGIH
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